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BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT
KEPUTUSAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR         TAHUN  2022
TENTANG
PENETAPAN BENDAHARA UMUM DAERAH 
DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 
KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN AGGARAN 2022
BUPATI PASANGKAYU,
	Menimbang
	:
	a.
	bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif dan efisien perlu menetapkan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah;

	
	
	b.
	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2022;

	Mengingat
	:
	1. 
	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

	
	
	2. 
	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

	
	
	3. 
	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

	


	
	4. 
	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

	
	
	5. 
	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

	 
	
	6. 
	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu Di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6175);

	
	
	7. 
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018  tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

	
	
	8. 
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020  tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

	
	
	9. 
	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun  2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

	
	
	10. 
	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Berita Daerah Nomor 153) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021 Nomor 3);

	
	
	11. 
	Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

	
	
	12. 
	Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

	MEMUTUSKAN:



	Menetapkan 
	:
	

	KESATU
	:
	Menetapkan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2022;

	KEDUA 
	:
	Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
	NAMA
	:
	MAHYUDDIN, SE., M.P.W

	Pangkat/Gol.
	:
	Pembina /IV.a

	Nip
	:
	197505052006041033




	KETIGA
	:
	Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
	NAMA
	:
	MARDA, SE

	Pangkat/Gol.
	:
	Pembina Tk. I/IV.b

	Nip
	:
	196710162003122004




	KEEMPAT
	:
	Tugas dan fungsi Bendahara Umum Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut:

	
	
	a.
	menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

	
	
	b.
	mengesahkan DPA-SKPD;

	
	
	c.
	melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

	
	
	d.
	memberikan petunjuk teknis pelaksanaan system penerimaan dan pengeluaran kas daerah;

	
	
	e.
	melaksanakan pemungutan pajak daerah;

	
	
	f.
	menetapkan anggaran kas dan SPD

	
	
	g.
	menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;

	
	
	h.
	melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

	
	
	i
	menyajikan informasi keuangan daerah; dan

	
	
	j
	melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD.

	
	
	Selain kewenangan tersebut, terdapat kewenangan lain, yaitu:

	
	
	a.
	mengelola investasi;

	
	
	b.
	menetapkan anggaran kas;

	
	
	c.
	melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;

	
	
	d.
	membuka rekening kas umum daerah;

	
	
	e.
	membuka rekening penerimaan;

	
	
	f.
	membuka rekening pengeluaran; dan

	
	
	g.
	menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

	KELIMA
	:
	Tugas dan fungsi Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut :

	
	
	a.
	menyiapkan anggaran kas; 

	
	
	b.
	menyiapkan SPD;

	
	
	c.
	memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank/ atau Lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;

	
	
	d.
	mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;

	
	
	e.
	menyimpan uang daerah;

	
	
	f.
	melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;

	
	
	g.
	melakukan pembayaran berdasarkan perintah PA/KPA atas beban APBD;

	
	
	h.
	melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah daerah;

	
	
	i.
	melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan 

	
	
	j.
	melakukan penagihan piutang daerah.

	KEENAM
	:
	Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu;

	KETUJUH
	:
	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

	Paraf Koordinasi
	
	Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal
BUPATI PASANGKAYU,



YAUMIL AMBO DJIWA

	No.
	Jabatan
	Paraf
	
	

	1. 
	Sekretaris Daerah
	
	
	

	2. 
	Asisten Administrasi Umum
	
	
	

	3. 
	Kepala PD Pengusul
	
	
	

	4. 
	Kabag Hukum 
	
	
	

	5. 
	Analis Hukum Ahli Muda
	
	
	


TEMBUSAN :
1. Ketua DPRD Kabupaten Pasangkayu di Pasangkayu;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pasangkayu di Pasangkayu;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
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